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	Abstract: Abstract: This study analyzes the performance of the North Morowali Regency Social Affairs Agency in handling violence against children facing the law (ABH), identifies internal and external factors affecting performance, and formulates improvement strategies. A qualitative exploratory case-study design was used. Data were collected through observation, documentation, and in-depth semi-structured interviews with seven purposively selected informants from the Social Affairs Agency, DP3A, and the Women and Children Protection Unit of the North Morowali Police. Data were analyzed interactively through reduction, display, conclusion drawing, and verification. The findings indicate fairly good performance in responsiveness, empathy, confidentiality, initial assistance, procedural handling, and cross-sector coordination. However, long-term service reliability remains constrained by limited personnel, the absence of a permanent child psychologist, limited operational budgets, and inadequate recovery facilities. Strong interagency coordination supports case handling and diversion. The study proposes an Integrated Service Model Based on Child Protection and Recovery through short-, medium-, and long-term institutional strengthening.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dalam penanganan kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksploratif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive dari Dinas Sosial, DP3A, dan Unit PPA Polres Morowali Utara. Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil menunjukkan kinerja cukup baik pada responsivitas, empati, kerahasiaan, pendampingan awal, prosedur penanganan, dan koordinasi lintas sektor. Namun, keandalan pelayanan jangka panjang terkendala keterbatasan personel, belum adanya psikolog anak tetap, anggaran operasional, dan fasilitas pemulihan. Koordinasi antarlembaga menjadi faktor pendukung penting. Penelitian merumuskan Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak melalui penguatan kelembagaan jangka pendek, menengah, dan panjang.
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PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan mental, perkembangan, dan keberfungsian sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan yang tidak berhenti pada penyelesaian perkara hukum, tetapi mencakup rasa aman, pendampingan, rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pelayanan juga menuntut koordinasi antarlembaga agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi orientasi utama.
Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan pentingnya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dalam praktik pelayanan sosial daerah, Dinas Sosial memiliki posisi strategis melalui asesmen awal, pendampingan psikososial, rujukan, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas sektor, dan reintegrasi sosial. Karena itu, kualitas kinerja Dinas Sosial berpengaruh terhadap kemampuan sistem daerah dalam memenuhi hak korban.
Konteks Kabupaten Morowali Utara menunjukkan urgensi tersebut. Berdasarkan data yang digunakan dalam tesis, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 25 kasus pada 2021, 17 kasus pada 2022, 28 kasus pada 2023, dan meningkat menjadi 39 kasus pada 2024. Dari 2022 ke 2024, jumlah kasus meningkat sekitar 129,4%. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang dominan. Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual atau keluarga, tetapi juga sebagai tantangan kapasitas kelembagaan pelayanan sosial dan perlindungan anak.
Perubahan sosial yang terjadi di Morowali Utara, termasuk dinamika wilayah industri dan mobilitas penduduk, turut membentuk lingkungan sosial yang semakin kompleks. Kondisi demikian meningkatkan kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial yang adaptif. Dinas Sosial dituntut mampu merespons laporan secara cepat, memberikan pelayanan ramah anak, menjaga kerahasiaan korban, melakukan asesmen yang tepat, serta memastikan korban memperoleh layanan sosial, kesehatan, psikologis, dan hukum sesuai kebutuhan.
Secara konseptual, kinerja organisasi publik tidak hanya dinilai dari terselenggaranya kegiatan, tetapi dari kemampuan organisasi mencapai tujuan pelayanan secara efektif. Dalam pelayanan publik, kualitas layanan dapat dilihat melalui ketanggapan, empati, keandalan, kepastian prosedur, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Pada pelayanan anak korban kekerasan, dimensi tersebut memiliki makna yang lebih sensitif karena keterlambatan, komunikasi yang tidak tepat, atau kegagalan menjaga kerahasiaan dapat memperbesar risiko trauma sekunder.
Dari sisi sumber daya manusia, kompetensi aparatur menjadi unsur penting. Pengetahuan terhadap prosedur dan regulasi harus disertai keterampilan asesmen, komunikasi dengan anak, pendampingan psikososial, koordinasi kasus, dan kemampuan memahami kondisi trauma. Penelitian dalam tesis menunjukkan bahwa aparatur Dinas Sosial telah memiliki pengalaman lapangan dan kemampuan dasar, tetapi pengembangan kompetensi formal belum merata dan belum berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi penting karena pelayanan korban kekerasan membutuhkan kompetensi multidisiplin dan tenaga profesional khusus.
Masalah empiris utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah SDM, berkurangnya personel karena pensiun, belum tersedianya psikolog anak tetap, terbatasnya anggaran operasional, dan belum optimalnya fasilitas pemulihan seperti rumah aman serta ruang pelayanan yang mendukung pemulihan jangka panjang. Di sisi lain, koordinasi Dinas Sosial dengan DP3A dan Unit PPA Polres Morowali Utara telah berjalan relatif baik dan menjadi kekuatan penting dalam pendampingan, penanganan hukum, serta proses diversi.
Penelitian terdahulu yang digunakan dalam tesis menekankan pentingnya responsivitas pemerintah daerah, kompetensi pekerja sosial, kinerja organisasi sektor publik, serta pengaruh perubahan sosial terhadap kerentanan kekerasan anak. Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana dimensi kualitas pelayanan, kapabilitas aparatur, efektivitas organisasi, faktor internal-eksternal, dan strategi pengembangan dianalisis secara terpadu pada konteks Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menempatkan kesenjangan tersebut sebagai fokus analisis.
Kebaruan praktis penelitian terletak pada formulasi Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak yang disusun dari temuan empiris di Morowali Utara. Model tersebut tidak hanya menilai kondisi kinerja saat ini, tetapi menghubungkan kebutuhan input organisasi, proses penanganan kasus, output pelayanan, outcome pemulihan korban, serta tahapan pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan: menganalisis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak; menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja; serta merumuskan strategi peningkatan kinerja pelayanan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan manajemen sektor publik dan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan dan pemulihan anak.
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian ini disusun untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH). Metode penelitian mencakup desain penelitian, lokasi dan informan, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja Dinas Sosial, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan perlindungan anak. Data diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus, observasi lapangan, dan dokumentasi yang relevan sehingga memungkinkan dilakukannya analisis secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

2.1 Desain Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dalam konteks nyata penanganan kekerasan terhadap anak. Unit analisis adalah kinerja organisasi Dinas Sosial, sedangkan fokus evaluasi mencakup kualitas pelayanan dan responsivitas, kapabilitas aparatur, serta efektivitas organisasi. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan konteks koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Morowali Utara.

2.2 Informan dan Unit Analisis
Informan ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Terdapat tujuh informan kunci yang mewakili unsur internal dan eksternal organisasi: Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Pegawai Rehabilitasi Sosial, Staf Pengelola Data/Operator, pihak DP3A, dan pihak Unit PPA Polres Morowali Utara. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, rehabilitasi, administrasi kasus, dan koordinasi lintas sektor.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan penilaian informan mengenai kualitas layanan, kompetensi aparatur, hambatan organisasi, dukungan eksternal, serta strategi pengembangan. Observasi digunakan untuk melihat proses pelayanan, interaksi aparatur, kondisi sarana, dan koordinasi. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data kasus, dokumen pelayanan, regulasi, dan bahan pendukung lainnya. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

2.4 Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data wawancara dikodekan berdasarkan tema utama yang diturunkan dari fokus penelitian, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori kinerja organisasi, pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia, serta kerangka perlindungan anak. Proses analisis berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data sampai penyusunan kesimpulan (Miles et al., 2020; Sugiyono, 2022; Yin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Temuan Lapangan
Data kasus menunjukkan adanya peningkatan tekanan pelayanan. Pada 2021 terdapat 25 kasus, 2022 sebanyak 17 kasus, 2023 sebanyak 28 kasus, dan 2024 sebanyak 39 kasus. Dengan demikian, setelah penurunan pada 2022, terjadi peningkatan tajam selama dua tahun berikutnya. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dominan. Temuan ini menjadi konteks penting karena peningkatan beban kasus berlangsung ketika organisasi juga menghadapi penyusutan personel akibat pensiun dan keterbatasan dukungan sumber daya.
Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa pelayanan Dinas Sosial telah memiliki alur penanganan yang relatif jelas: penerimaan laporan, identifikasi dan asesmen awal, verifikasi, pendampingan, koordinasi dengan lembaga terkait, serta rehabilitasi sosial. Namun, kualitas proses tidak sepenuhnya seragam pada seluruh tahapan. Kinerja relatif kuat pada fase awal dan koordinasi, sedangkan kelemahan lebih terlihat pada pemulihan psikologis jangka panjang.
Tabel 1. Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Morowali Utara, 2021–2024
	Tahun
	Jumlah Kasus
	Jenis Kekerasan Dominan

	2021
	25
	Seksual

	2022
	17
	Seksual

	2023
	28
	Seksual

	2024
	39
	Seksual


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara (2024).
Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian (N = 7)
	Kelompok Informan
	Peran/Instansi
	Jumlah

	Internal
	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid Rehabilitasi & Linjamsos
	3

	Internal
	Pegawai Rehabilitasi Sosial, Staf Pengelola Data/Operator
	2

	Eksternal
	DP3A
	1

	Eksternal
	Unit PPA Polres Morowali Utara
	1


Sumber: Data primer hasil wawancara dan dokumentasi penelitian.
3.2 Kualitas Pelayanan dan Responsivitas
Dimensi kualitas pelayanan merupakan salah satu kekuatan utama Dinas Sosial. Informan internal menggambarkan bahwa laporan diterima dengan cepat dan petugas berupaya membuat anak merasa aman dan nyaman. Pelayanan juga menekankan keramahan, empati, dan kerahasiaan identitas korban. Pada tahap awal, pendekatan tersebut penting untuk mencegah tekanan tambahan ketika anak pertama kali menyampaikan pengalaman kekerasan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa responsivitas tidak berhenti pada pencatatan aduan, tetapi diikuti dengan asesmen awal dan pengaturan pendampingan.
Alur pelayanan juga telah diarahkan melalui prosedur yang mencakup identifikasi masalah, asesmen, verifikasi data, koordinasi dengan kepolisian dan DP3A, pendampingan, serta rehabilitasi. Dengan demikian, kinerja pada aspek respons awal dan kepatuhan terhadap alur pelayanan dapat dinilai cukup baik. Kelemahannya muncul ketika kebutuhan korban bergeser dari penanganan krisis menuju pemulihan trauma yang memerlukan intervensi profesional dan jangka panjang.
3.3 Kapabilitas Aparatur dan Kesenjangan Kompetensi
Aparatur Dinas Sosial memiliki pengetahuan prosedural dan pengalaman lapangan yang mendukung penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan, serta koordinasi. Namun, penelitian menemukan kesenjangan antara kompetensi dasar aparatur dan kebutuhan keterampilan profesional untuk menangani trauma psikologis yang berat. Ketiadaan psikolog anak tetap menyebabkan organisasi harus mengandalkan jejaring eksternal ketika kebutuhan pemulihan memerlukan intervensi psikologis khusus.
Keterbatasan jumlah personel memperbesar beban kerja pegawai yang tersisa. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kerja belum dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan kompetensi profesional yang spesifik. Karena itu, peningkatan kapasitas tidak cukup melalui pengalaman empiris, tetapi perlu dilengkapi pelatihan berkala, bimbingan teknis, penguatan keterampilan komunikasi dengan anak, trauma healing, pendampingan psikososial, dan koordinasi lintas sektor.
3.4 Efektivitas Organisasi dan Sinergi Lintas Sektor
Efektivitas penanganan kasus berada pada kategori cukup efektif. Proses penerimaan laporan, pendampingan korban, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas sektor, dan dukungan terhadap proses hukum telah berjalan. Keberhasilan tersebut tidak hanya merupakan hasil kerja Dinas Sosial, tetapi juga ditopang oleh hubungan kerja dengan DP3A, Unit PPA Polres Morowali Utara, fasilitas kesehatan, dan keluarga korban.
Koordinasi lintas sektor menjadi faktor eksternal pendukung yang sangat penting, terutama dalam proses rujukan dan forum diversi perkara anak. Sinergi tersebut memungkinkan keterbatasan sumber daya internal ditutup melalui sistem sumber di luar organisasi. Meskipun demikian, ketergantungan pada jejaring eksternal juga menunjukkan bahwa kapasitas internal belum sepenuhnya mandiri. Efektivitas layanan jangka panjang masih sangat dipengaruhi oleh kesinambungan komunikasi antarinstansi, ketersediaan tenaga profesional, dukungan keluarga, dan dukungan anggaran.
3.5 Faktor Penghambat dan Pendukung
Faktor penghambat utama berasal dari internal organisasi, yaitu defisit jumlah SDM akibat pensiun, belum tersedianya psikolog anak tetap, keterbatasan anggaran operasional, serta keterbatasan sarana pelayanan termasuk rumah aman yang mendukung pemulihan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada kemampuan organisasi mempertahankan layanan setelah fase krisis.
Sebaliknya, faktor pendukung utama berasal dari kualitas koordinasi lintas sektor, dukungan keluarga korban, pengalaman aparatur, serta komitmen petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah dan menjaga kerahasiaan korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil interaksi antara sumber daya internal dan dukungan lingkungan. Organisasi dapat mempertahankan kinerja cukup baik karena mampu mengaktifkan jejaring eksternal, tetapi penguatan kapasitas internal tetap diperlukan agar pelayanan tidak terlalu bergantung pada pihak lain.
3.6 Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak
Berdasarkan sintesis temuan, penelitian merumuskan Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak. Model ini menggunakan logika input–proses–output–outcome. Input terdiri atas SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan regulasi. Proses mencakup penerimaan laporan, asesmen dan verifikasi, pendampingan korban, koordinasi lintas sektor, serta rehabilitasi sosial dan psikologis. Output yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban. Outcome akhirnya adalah pemulihan korban secara optimal dan meningkatnya perlindungan anak melalui sistem yang terpadu dan berkelanjutan.
Model tersebut diterjemahkan dalam tiga horizon pengembangan. Jangka pendek diarahkan pada pelatihan dasar aparatur, penguatan koordinasi, penyempurnaan SOP, dan optimalisasi pendataan. Jangka menengah diarahkan pada penambahan tenaga profesional, kerja sama dengan rumah sakit atau lembaga psikologi, pengembangan layanan psikososial, dan peningkatan fasilitas. Jangka panjang diarahkan pada pembentukan UPT Perlindungan Anak, penyediaan psikolog anak secara permanen, pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, dan penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah.
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Gambar 1. Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak.
Sumber: Model pengembangan yang dirumuskan dari hasil penelitian.

3.7 Pembahasan
Temuan penelitian menegaskan bahwa kinerja Dinas Sosial tidak bersifat tunggal. Responsivitas dan empati yang kuat pada tahap awal menunjukkan adanya kapasitas pelayanan yang baik pada level interaksi langsung dengan korban. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kinerja sektor publik perlu dinilai dari manfaat layanan dan kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata dari output administratif (Armstrong, 2020; Sari & Nugroho, 2023). Dalam kasus ini, kecepatan menerima laporan dan menjaga kerahasiaan korban merupakan bentuk kinerja yang langsung dirasakan penerima layanan.
Pada saat yang sama, kesenjangan reliability memperlihatkan adanya batas antara kemampuan organisasi menangani krisis dan kemampuan organisasi menjamin pemulihan. Pelayanan yang cepat pada fase awal belum otomatis menghasilkan pemulihan psikologis jangka panjang. Ketentuan UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat pelayanan, sehingga keberlanjutan pemulihan perlu menjadi bagian dari ukuran kinerja. Dengan demikian, kategori cukup baik yang dihasilkan penelitian bukan berarti seluruh layanan telah optimal, melainkan menunjukkan bahwa fungsi dasar telah berjalan tetapi masih terdapat gap pada kesinambungan layanan.
Dari perspektif kompetensi MSDM, kekurangan psikolog anak dan keterbatasan jumlah pegawai merupakan masalah kapasitas yang saling memperkuat. Personel yang berpengalaman mampu menjalankan prosedur dasar, tetapi trauma berat membutuhkan keterampilan profesional yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengalaman administratif. Praditya et al. (2024) menekankan pentingnya kompetensi pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum, sedangkan Sedarmayanti (2020) menempatkan pengembangan SDM sebagai bagian penting dari peningkatan kinerja organisasi. Oleh sebab itu, strategi peningkatan kinerja harus menggabungkan pengembangan kompetensi dan pemenuhan formasi tenaga profesional.
Temuan mengenai sinergi DP3A dan Unit PPA Polres Morowali Utara memperlihatkan pentingnya tata kelola kolaboratif. Penanganan kekerasan anak melibatkan dimensi sosial, psikologis, kesehatan, dan hukum sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi. Jejaring eksternal menjadi modal organisasi untuk mengatasi keterbatasan internal. Namun, pola yang terlalu bergantung pada mitra dapat menimbulkan kerentanan apabila komunikasi, anggaran, atau ketersediaan layanan mitra berubah. Karena itu, koordinasi perlu dilembagakan melalui forum, SOP lintas sektor, sistem informasi bersama, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak merupakan kontribusi praktis utama penelitian. Model tersebut memperluas orientasi kinerja dari penyelesaian kasus menuju pemulihan korban. Tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang menunjukkan bahwa reformasi layanan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan organisasi. Implikasi paling strategis adalah kebutuhan membangun kelembagaan permanen berupa UPT Perlindungan Anak yang memiliki mandat, SDM profesional, fasilitas, dan dukungan anggaran yang jelas. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, prinsip pelayanan berbasis korban dapat diterjemahkan menjadi sistem yang konsisten, bukan hanya bergantung pada inisiatif individu petugas..
KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dalam penanganan kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum berada pada kategori cukup baik. Kekuatan utama terletak pada responsivitas, empati, kerahasiaan identitas korban, kejelasan alur penanganan, pendampingan awal, dan koordinasi lintas sektor. Namun, reliability pelayanan pada fase pemulihan psikologis jangka panjang belum optimal karena keterbatasan jumlah SDM, belum tersedianya psikolog anak tetap, keterbatasan anggaran, dan sarana pendukung. Efektivitas pelayanan diperkuat oleh sinergi dengan DP3A, Unit PPA Polres Morowali Utara, fasilitas kesehatan, dan keluarga korban. 
Penelitian merekomendasikan penerapan Model Pelayanan Terpadu Berbasis Perlindungan dan Pemulihan Anak melalui tiga tahap. Dalam jangka pendek, Dinas Sosial perlu memperkuat kompetensi aparatur, SOP, koordinasi, dan pendataan. Jangka menengah diarahkan pada pemenuhan tenaga profesional, kerja sama klinis, layanan psikososial, dan fasilitas pelayanan. Jangka panjang perlu diarahkan pada pembentukan UPT Perlindungan Anak permanen, penyediaan psikolog anak, dan sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Bagi penelitian berikutnya, kajian dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur kepuasan dan indeks responsivitas pelayanan secara lebih terukur. 
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